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DPD Dewan Perwakilan Daerah
· DPD terdiri atas wakil-wakil daerah propinsi yang dipilih melalui pemilu,anggota DPD bardasarkan UU No 22/2003 dari setiap propinsi sebanyak 4
· Keanggotaan DPD diresmikan dengan Kepres
· Masa jabatan DPD 5 tahun
· DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun


Fungsi DPD
· Pasal 22d (1),DPD mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,pemekaran dan penggabungan daerah, SDA, SD Ekonomi
· DPD ikut membahas RUU tentang otonomi daerah
· DPD  dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah
BPK 
· Tugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara(Pasal 23e, ayat 1).
·  Yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, DPD, DPRD (Pasal 23e, ayat 2).
· UU yang mengatur BPK (UU No. 5/73), dalam UU ini ditetapkan tugas BPK, yaitu :
1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara.
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN (pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan)
· Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmiskan oleh Presiden (Pasal 23 f ayat 1)
· Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota (Pasal 23 f ayat 2)
· BPK  berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (Pasal 23 g ayat 1)


MA
  Pasal 24(1)	kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakan peradilan untuk menegakkan keadilan.
Pasal 24 (2)	Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan berada dibawahnya (peradilan agama, umum, militer, tata usaha negara, dan MK).
Pasal 24 A(1)	wewenang MA 
Mengadili pada tingkat kasasi
Menguju peraturan perundang-undangan pada tingkat peradilan
UU No. 14 tahun 1970
Wewenang MA :
Menguji secara material hanya terhadap perundang-undangan dibawah UU.
Berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundan-undangan yang lebih tinggi.

KY
Pasal 24 B (1)	komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
Pasal 24 B (2)	anggota KY harus mempunyai pengetahuan
Pasal 24 B (3)	anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR

MK
Pasal 24 C	berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, memutus pembubaran partai polotik dan memutuskan perselisihan hasil pemilu.



PEMILU
Pasal 22 E ayat :
Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali
Pemilu memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil presiden, dan DPRD
Yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU (komisi pelihan umum)

PEMDA
Pasal 18 ayat :
(1) Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah=daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang – Undang.
(2) Tiap provinsi, kabupaten, dan daerah mengatur otonomi daerah
(3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD
(4) Provinsi : Gubernur,  Kabupaten : Bupati,  Kota :  Walikota



	


UU pemda adalah UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur :
Negara RI dibagi menjadi beberapa provinsi, provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota dan masing-masing mempunyai pemda.
Pemda mengatur urusannya dengan asas otonomi.
Pemda menjalani otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah pusat.
Urusan pemerintah pusat :
Politik luar negri
Pertahanan
Keamanan
Viskal / keuangan nasional
Agama
Urusan yang diatur oleh pemda :
Pembangunan
Perencanaan tata ruang
Ketertiban dan ketentraman masyarakat
Sarana dan prasarana umum
Kesehatan
Pendidikan
Penanggulangan masalah sosial
Ketenaga kerjaan
Koprasi dan UKM (usaha kecil dan menengah)
Lingkungan hidup
Pertanahan
Kependudukan dan catatan sipil
Administrasi umum

GUBERNUR
Pembinaan dengan pengawasan penjalanan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.
Pengkoordinasi penyelenggaraan pemerinrtahan pusat didaerah provinsi dan kota.

Asas-Asas Otonomi
Desentralisasi
Penyerahan wewenang kepemerintahan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
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